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FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( UU 23/2014 Pasal 265 & Pasal 266)

Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda tentang
RPJPD dan RPJMD anggota DPRD dan
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.

Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan
hak-hak keuangan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
selama 3 (tiga) bulan.

Menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan program
calon kepala daerah

Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

Menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun KUA
serta PPAS.

RPJPD

RPJMD

RKPD



DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
(Pasal 267 s.d Pasal 273)

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat
tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat
Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.

Ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.

Ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan



INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

“Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya” 



PERDA
APBD

Laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan 
keuangan BUMD/perusahaan daerah.

RKPD

RPJMD

RPJPD

KUA PPAS DPA
SKPD

PRKPD PKUA PPPAS
PERDA
PAPBD

DPPA
SKPD

Renstra
PD

Renja
PD

Pengendalian
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

 

Pengendalian Prumusan 
Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Evaluasi Hasil 
Rencana Pembangunan Daerah

LAPORAN 
REALISASI

ANGGARAN
NERACA

LAPORAN 
ARUS KAS

catatan
atas

laporan
keuangan

LAPORAN 
TRIWULAN

LAPORAN 
SEMESTERAN

PENATAUSAHAAN

REVIEW



Setidaknya, dalam lima tahun masa jabatannya,
KaDa dapat mewujudkan visi daerah dan
memecahkan berbagai permasalahan paling
mendesak yang dihadapi oleh masyarakat/daerah

Bahwa kepala daerah berhasil mengemban
jabatannya; atau
Bahwa kepala daerah berhasil mewujudkan cita-
cita (visi daerah) atau telah berhasil
memecahkan/mengantisipasi permasalahan dan
isu strategis daerah. 

1.

2.Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Apa yang diharapkan ketika seorang
kepala daerah dipilih oleh masyarakat?

IK: Mengukur Kinerja KEPALA DAERAH

Apa Indikatornya?



Bahwa kepala OPD berhasil mengemban tugas & fungsinya sekaligus menyukseskan pencapaian visi dan misi KaDa; atau
Bahwa segenap jajaran di OPD telah berhasil memecahkan permasalahan, kinerja layanan, dan memenuhi target-target
kinerjanya (personal scorecard)

1.
2.

Membentuk team leader yang
kuat beserta jajaran birokrasi
untuk mendelegasikan berbagai
tanggung jawab kinerja 

Apa yang dilakukan seorang kepala 
daerah setelah mendapatkan mandat (kinerja)
dari masyarakat?

IK: Mengukur Kinerja BIROKRASI
 

Apa Indikatornya?

OPD - A
OPD - B

OPD - E
OPD - D

OPD - dst



RPJPD
Sasaran Pokok

Pertumbuhan Ekonomi

Renstra PD

RPJMD

Arah Kebijakan Kinerja Daerah

Visi

Misi

Tujuan Daerah
Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Daerah
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Kinerja Kepala Daerah

Tujuan PD
(NTP)

Sasaran PD
(Peningkatan Pendapatan Petani)

Kegiatan
(Pengadaan Bibit Unggul)

Program
(Produksi Pertanian)

Kegiatan
(Pelatihan SDM Petani)

Program
(Produksi Perkebunan)

Kegiatan
(Penggunaan Teknologi Tepat Guna)

Kegiatan
(Pembukaan Lahan Perkebunan)

Kepala Seksi
(ESELON IV)

Kepala Bidang
(ESELON III)

Kepala PD
(ESELON II)



 KERJAKINERJA vs

Impact /Outcome Output









TIDAK PERNAH DIISI

TIDAK PERNAH DIISI

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RPJMD/Renstra

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RENJA

TIDAK TERUKUR/
TIDAK DARI RPJMD

S

A

M

A



Ambil Dari 
APBD Tahun Lalu

AMBIL DARI RENSTRA

AMBIL DARI 
RPJMD/RENSTRA

AMBIL DARI RKPD/RENJA

AMBIL DARI RPJMD/RENSTRA

S

A

M

A



Indikator hanya mengganti “Kegiatan” menjadi terlaksananya tersedianya
tersusunnya

INDIKATOR YANG SERING DIGUNAKAN

1 PAKET

100 %

12 BULAN

1 KEGIATAN04

03

02

01





HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH (PERFORMANCE SCORRING)



Perubahan RKPD dan RENJA dapat dilakukan apabila Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanannya Dalam

Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi

daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau; 

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk

tahun berjalan

Terjadi perubahan yang mendasar. 

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu

disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD. 

Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional/provinsi, keadaan darurat, keadaan luar

biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD di tetapkan.

1.

a.

b.

c.

2.

3.

PERUBAHAN DOKRENDA

Pasal 343 Permendagri 86/2017



PERUBAHAN DOKRENDA

Pasal 343 Permendagri 86/2017

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

Taget sasaran pembangunan daerah;

Prioritaspembangunandaerah;

Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatanperangkatdaerah; dan Target kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah.

4. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional,  

    keadan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

5. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah

6.Perubahan RKPD meliputi:

7. Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan 

    perubahan RPJMD.

8.Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD 

    tidak perlu dilakukan perubahan.

9.Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam

   Renstra perangkat daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat daerah







THANK YOU!
SAMPAI BERTEMU KEMBALI


